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WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 66 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

.bang

‘ngat

KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

bahwa sebgai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 perlu adanya Penjabaran ;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun
2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007, Penjabaran Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Barat;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republika Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

~ Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3688 )
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 ) ; ‘
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548 ) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuéngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesai Nomor 4438):
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggbta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentafig Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) ;



23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585 ) ;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 ;

28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggéran 2007 ( Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 semula
berjumlah Rp. 283,951.453,00 ( dua ratus delapan puluh tiga milyar Sembilan ratus lima
puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) bertambah sejumlah Rp.
44.760.313.500,00 ( empat puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tiga
belas ribu lima ratus rupiah ) sehingga menjadi Rp. 328.711.766.500,00 ( Tiga ratus dua
puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
lima ratus rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan

a. Semula Rp. 290.070.758.000,00
b. Bertambah Rp.  5.351.985.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 295.422.743.000,00

2. Belanja Daerah

a. Semula ‘ Rp. 283.951.453.000,00

b. Bertambah Rp. 44.760.313.500,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 328.711.766.500,00
Defisit setelah Perubahan Rp. 33.289.023.580,00

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula Rp 1.401.504.500,00
2) Bertambah Rp. 45.615.254.080,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 47.016.758.580,00

.+ b. Pengeluaran

1) Semula Rp 2.785.492.000,00
2) Bertambah Rp 10.942.243.080,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 13.727.735.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 33.289.023.580,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 00
Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota dan satu kesatuan
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

g:x‘”

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

<%,WAL OTA SALATIGA,

JOHN MANUEAL MANOPPO j
. Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJA UMANINGSIH
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR



